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Abstract  
  
This study aims to analyze the implementation of the Electronic-Based Government System (Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) in population administration services and its impact on the 
quality of public services at the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil) of 
Surabaya City. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-
depth interviews with key informants consisting of public service officials and service users, direct 
observation of digital service processes, and analysis of policy documents related to SPBE 
implementation. The data were analyzed using an interactive analysis model involving data reduction, 
data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of SPBE has 
positively contributed to improving the quality of population administration services, particularly in 
terms of efficiency, accessibility, transparency, and service speed, as well as reducing bureaucratic 
complexity and face-to-face interactions. Nevertheless, several challenges persist, including disparities 
in digital literacy among citizens, occasional technical system disruptions, and the need for continuous 
capacity building of human resources. This study is limited to a single government agency, which may 
affect the generalizability of the findings. Practically, the results provide insights for local governments 
in strengthening SPBE implementation through system integration, enhancement of digital 
competencies, and inclusive service strategies. Socially, improved digital population administration 
services support equitable access to basic administrative rights for citizens. This study offers empirical 
value by enriching the discourse on digital governance and public service quality within the context of 
local government policy implementation in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda strategis dalam 
reformasi administrasi pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah 
Indonesia mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui kebijakan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen utama untuk mewujudkan 
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE tidak hanya dimaknai 
sebagai penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi, tetapi sebagai 
perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan integrasi sistem, 
kolaborasi antarinstansi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan 
masyarakat (OECD, 2020; Kementerian PANRB, 2022). Dalam konteks ini, SPBE diposisikan 
sebagai bagian penting dari agenda reformasi birokrasi digital yang bertujuan memperkuat 
kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. 
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Implementasi SPBE diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap 
peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui penyederhanaan prosedur, 
percepatan waktu layanan, peningkatan aksesibilitas, serta pengurangan praktik birokrasi 
yang tidak efisien. Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa 
penerapan sistem pemerintahan digital memiliki korelasi positif dengan peningkatan 
kualitas layanan publik, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber 
daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta tingkat literasi digital masyarakat sebagai 
pengguna layanan (Dwiyanto, 2021; Mulyadi & Pratama, 2023). Dengan demikian, 
keberhasilan SPBE tidak semata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh 
kualitas implementasi kebijakan dan kemampuan organisasi publik dalam mengelola 
perubahan. 

Sejalan dengan agenda nasional tersebut, pemerintah daerah memegang peran kunci 
dalam menentukan keberhasilan implementasi SPBE karena merekalah yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Desentralisasi pemerintahan 
memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan 
publik berbasis digital sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun, berbagai 
kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE di tingkat daerah masih menghadapi 
tantangan yang signifikan, seperti ketimpangan kapasitas antar daerah, keterbatasan 
infrastruktur teknologi informasi, serta perbedaan tingkat kesiapan organisasi dan sumber 
daya manusia aparatur (Putri & Nugroho, 2021; Setiawan, 2022). Kondisi ini menyebabkan 
dampak SPBE terhadap kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya merata dan optimal di 
seluruh daerah. 

Dalam konteks tersebut, Kota Surabaya sering dipandang sebagai salah satu 
pemerintah daerah yang relatif berhasil dalam mengimplementasikan SPBE dan inovasi 
pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten 
mengembangkan berbagai sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi, termasuk pada 
sektor pelayanan administrasi kependudukan, sebagai bagian dari upaya peningkatan 
kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan Surabaya dalam transformasi digital 
pemerintahan tercermin dari berbagai capaian indeks dan penghargaan terkait inovasi 
pelayanan publik dan tata kelola digital dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian 
PANRB, 2023; Prasetyo & Rahardjo, 2024). Meski demikian, keberhasilan tersebut tetap 
perlu dikaji secara kritis untuk melihat sejauh mana implementasi SPBE benar-benar 
berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dari perspektif kebijakan dan 
pengalaman pengguna layanan. 

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu sektor pelayanan 
publik yang paling strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga 
negara, seperti identitas hukum, akses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tingginya 
intensitas interaksi masyarakat dengan layanan administrasi kependudukan menjadikan 
sektor ini sangat sensitif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 
Penerapan SPBE dalam pelayanan administrasi kependudukan diharapkan mampu 
menjawab permasalahan klasik pelayanan publik, seperti antrean panjang, prosedur yang 
berbelit, serta keterbatasan transparansi informasi layanan. Penelitian-penelitian terkini 
menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kependudukan berpotensi meningkatkan efisiensi 
dan kepuasan masyarakat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas 
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implementasi kebijakan dan kesiapan pengguna layanan (Rahman & Sari, 2021; Utami, 
2023). 

Meskipun berbagai studi telah membahas implementasi e-government dan SPBE 
dalam pelayanan publik, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis sistem 
atau tingkat kesiapan organisasi, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis dampak 
implementasi SPBE terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya pada pelayanan 
administrasi kependudukan di tingkat pemerintah kota, masih relatif terbatas. Selain itu, 
banyak penelitian belum secara mendalam mengaitkan implementasi kebijakan SPBE 
dengan dimensi kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai 
pengguna layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, 
terutama melalui studi kasus pada daerah yang dianggap berhasil dalam penerapan SPBE, 
seperti Kota Surabaya, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 
hubungan antara implementasi SPBE dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Hidayat & 
Prabowo, 2022; Kurniawan et al., 2024). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pelayanan administrasi 
kependudukan di Kota Surabaya serta mengkaji dampaknya terhadap kualitas pelayanan 
publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam 
pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan digital 
dan hubungannya dengan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, 
secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 
rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SPBE, 
terutama pada sektor pelayanan administrasi kependudukan, agar mampu memberikan 
layanan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 
2021; Kementerian PANRB, 2023). 

 
  
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk 
menganalisis implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta 
dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik pada pelayanan administrasi kependudukan 
di Kota Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada 
pemahaman mendalam terhadap proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta 
dinamika organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital (Creswell & 
Poth, 2021; Tracy, 2020). 

Dalam menganalisis implementasi kebijakan SPBE, penelitian ini menggunakan teori 
implementasi kebijakan Edward III sebagai grand theory atau pisau analisis utama. Teori ini 
menekankan empat variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, 
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat 
variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana kebijakan 
SPBE dijalankan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota 
Surabaya serta bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan publik. Penggunaan 
teori Edward III dalam penelitian kebijakan publik kontemporer masih relevan untuk 
menganalisis kebijakan digital karena mampu menjelaskan hubungan antara desain 
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kebijakan, kapasitas organisasi, dan hasil kebijakan di tingkat implementasi (Hill & Hupe, 
2021; Howlett et al., 2020). 

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dispendukcapil) Kota Surabaya sebagai organisasi perangkat daerah yang secara langsung 
melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis SPBE. Informan penelitian 
dipilih secara purposive, meliputi aparatur Dispendukcapil yang terlibat dalam pengelolaan 
dan pelaksanaan layanan digital, serta masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi 
kependudukan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh informan yang 
memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian 
(Palinkas et al., 2020). 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung 
terhadap proses pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik, serta studi 
dokumentasi terhadap kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja, dan 
dokumen pendukung lain yang relevan dengan implementasi SPBE. Penggunaan berbagai 
teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan 
meningkatkan kredibilitas temuan melalui triangulasi metode (Flick, 2022; Creswell & Poth, 
2021). 

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan 
pada masing-masing variabel dalam teori Edward III, sehingga memungkinkan peneliti 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SPBE serta 
dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi 
sumber dan metode serta konfirmasi data kepada informan untuk memastikan konsistensi 
dan keandalan hasil penelitian (Miles et al., 2020; Nowell et al., 2021). 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Implementasi SPBE pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya 

Tabel 1. Data Implementasi SPBE di Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Surabaya 

(2023–2025) 

Indikator Tahun / 
Periode 

Data / Capaian Sumber 

Aktivasi Identitas 
Kependudukan Digital 
(IKD) 

2023 46.739 warga Surabaya 
melakukan aktivasi IKD 

Pemerintah Kota 
Surabaya (8 Mei 2023) 
(Surabaya) 

Aktivasi IKD 4 Jan 2024 188.000 warga sudah melakukan 
aktivasi IKD 

Pemerintah Kota 
Surabaya (4 Jan 2024) 
(Surabaya) 

Layanan Administrasi 
Adminduk saat libur 

Feb 2024 7.549 layanan adminduk dilayani 
di luar jam kerja biasa 

Pemerintah Kota 
Surabaya (12 Feb 2024) 
(Surabaya) 

Penyederhanaan aplikasi 
SPBE 

Jan 2024 322 aplikasi digabung jadi 2 
aplikasi utama untuk layanan 
publik 

Pemerintah Kota 
Surabaya (17 Jan 2024) 
(Surabaya) 

Penyebaran layanan IKD Jan 2025 Layanan aktivasi tersebar di 
kampus, taman, 31 kecamatan & 
153 kelurahan 

Pemerintah Kota 
Surabaya (31 Jan 2025) 
(Surabaya) 

https://www.surabaya.go.id/id/berita/73913/46739-warga-surabaya-telah-aktivasi-identitas-kependudukan-digital?utm_source=chatgpt.com
https://surabaya.go.id/id/berita/77978/aktivasi-ikd-capai-188000-orang-dispendukcapil-surabaya-siap-gandeng-bapenda-jatim?utm_source=chatgpt.com
https://surabaya.go.id/id/berita/78557/animo-masyarakat-urus-adminduk-tinggi-dispendukcapil-surabaya-buka-pelayanan-hingga-malam-hari?utm_source=chatgpt.com
https://surabaya.go.id/id/berita/78203/mudahkan-pelayanan-publik-pemkot-surabaya-sederhanakan-spbe-jadi-dua-aplikasi?utm_source=chatgpt.com
https://www.surabaya.go.id/id/berita/23394/dongkrak-aktivasi-ikd-dispendukcapil-surabaya-sasar-kampus-hingga-sma-sederajat?utm_source=chatgpt.com
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Akses Mandiri layanan 
Adminduk via gawai 

Jan 2025 31 layanan adminduk bisa 
diakses mandiri lewat aplikasi 

Pemerintah Kota 
Surabaya (23 Jan 2025) 
(Surabaya) 

Target perekaman KTP-el Apr 2025 99.68% warga telah melakukan 
perekaman KTP-el 

Pemerintah Kota 
Surabaya (24 Apr 2025) 
(Surabaya) 

Sumber: diolah penulis (2025) 

Tabel 1 menunjukkan tren implementasi SPBE dalam pelayanan administrasi 
kependudukan Kota Surabaya dalam tiga tahun terakhir. Aktivasi IKD meningkat dari 
puluhan ribu pada 2023 hingga ratusan ribu pada awal 2024, Implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pelayanan administrasi kependudukan di 
Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, 
terutama sejak 2023. Pemerintah Kota Surabaya melakukan transformasi digital secara 
sistematis dengan menyederhanakan layanan digital yang sebelumnya tersebar dalam 
ratusan aplikasi menjadi dua aplikasi utama guna meningkatkan efektivitas layanan publik 
bagi masyarakat umum. Penyederhanaan ini menjadi dasar pengintegrasian pelayanan 
administrasi, termasuk kependudukan, dalam kerangka SPBE yang berorientasi user-centric 
dan efisiensi layanan publik berbasis digital (Pemkot Surabaya, 2024). 

Dalam kerangka Policy Implementation Theory Edward III, aspek Communication 
terlihat dengan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan identitas kependudukan digital 
(IKD) ke berbagai lapisan masyarakat. Selama tahun 2024 hingga awal 2025, Dispendukcapil 
Surabaya aktif mendorong aktivasi IKD, termasuk penyediaan layanan aktivasi di berbagai 
titik strategis seperti kampus, SMA/SMK sederajat, balai RW, kantor kecamatan, kelurahan, 
serta Mal Pelayanan Publik Siola. Langkah ini menunjukkan peningkatan frekuensi 
penyampaian informasi kepada publik sekaligus memperluas jangkauan komunikasi 
berkaitan dengan layanan administrasi digital (Pemkot Surabaya, 2025). 

Aspek Resources (sumber daya) juga memainkan peran penting dalam implementasi 
SPBE. Data aktivitas layanan menunjukkan tingginya respons terhadap layanan digital sejak 
perekaman e-KTP dan aktivasi IKD dibuka secara fleksibel. Misalnya, pengurusan 
administrasi kependudukan selama periode hari libur pada Februari 2024 mencapai 7.549 
layanan, termasuk 6.372 aktivasi IKD yang dilakukan masyarakat di berbagai titik layanan. 
Hal ini mencerminkan kesiapan layanan administratif untuk beroperasi tidak hanya di durasi 
normal tetapi juga dalam rangkaian jam layanan yang diperluas, menunjukkan dukungan 
sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai demi memenuhi tuntutan 
peningkatan akses layanan publik (Pemkot Surabaya, 2024). 

Selain itu, langkah stratejik Pemkot Surabaya dalam mengoptimalkan pelayanan 
adminduk dengan target penyelesaian semua permohonan dalam waktu 24 jam (kecuali KTP 
konvensional) menjadi bukti komitmen birokrasi pada Bureaucratic Structure yang lebih 
efisien dan responsif. Kebijakan ini juga dipertegas melalui mekanisme sanksi administrasi 
bagi petugas yang tidak memenuhi standar waktu layanan, yang bertujuan untuk 
meningkatkan akurasi, tanggung jawab, dan kinerja pelayanan di tingkat operasional 
(Pemkot Surabaya, 2024). 

Dari perspektif EDWARD III, Disposition atau sikap pelaksana terhadap kebijakan 
SPBE juga menunjukkan progres positif. Wamendagri mengapresiasi integrasi layanan 
kependudukan digital di Surabaya yang tidak hanya berbasis digital tetapi juga 

https://surabaya.go.id/id/berita/23375/31-layanan-adminduk-surabaya-bisa-diakses-mandiri-lewat-gawai?utm_source=chatgpt.com
https://surabaya.go.id/id/berita/23675/dispendukcapil-surabaya-targetkan-perekaman-ktp-el-100-persen-di-tahun-2025?utm_source=chatgpt.com
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mengakomodasi layanan luring untuk masyarakat yang belum memiliki perangkat atau 
literasi digital tinggi. Model layanan ini menunjukkan fleksibilitas dan orientasi pelaksana 
pada kebutuhan masyarakat sekaligus adaptasi terhadap karakter penggunaan layanan yang 
beragam (Pemkot Surabaya, 2024). 

Secara keseluruhan, data empiris tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa 
implementasi SPBE di Dispendukcapil Kota Surabaya berkembang dari sekadar digitalisasi 
layanan menjadi integrasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
Penyederhanaan aplikasi digital, perluasan akses layanan aktivasi IKD, dan komitmen 
operasional untuk efektivitas layanan menunjukkan keterpaduan strategi dalam aspek 
komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE di Surabaya bukan hanya sebagai inovasi teknologi, 
tetapi juga sebagai implementasi kebijakan publik yang responsif terhadap tuntutan 
pelayanan publik modern. 

 

Dampak SPBE terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Administrasi Kependudukan 
di Kota Surabaya 

Tabel 2. Indeks Kepuasan Masyarakat/IKK terhadap Pelayanan Administrasi & Layanan 

Publik di Kota Surabaya (2020–2025) 

Tahun/Periode Indikator Nilai (%) 
/ Score 

Kategori Sumber 

2020 IKM Layanan Adminduk 
Surabaya (Dispendukcapil) 

83.93 Baik Pemerintah Kota Surabaya 
(2023) (Disdukcapil Surabaya) 

2021 IKM Layanan Adminduk 
Surabaya (Dispendukcapil) 

85.74 Baik Pemerintah Kota Surabaya 
(2023) (Disdukcapil Surabaya) 

2022 IKM Layanan Adminduk 
Surabaya (Dispendukcapil) 

87.36 Baik Pemerintah Kota Surabaya 
(2023) (Disdukcapil Surabaya) 

2024 Q1 IKK Kota Surabaya (BPS) 97.95 Sangat 
Baik 

BPS Kota Surabaya (Feb 2025) 
(Badan Pusat Statistik Kota 
Surabaya) 

2025 Q2 IKK Kota Surabaya (BPS) 96.20 Sangat 
Baik 

BPS Kota Surabaya (Oct 2025) 
(Badan Pusat Statistik Kota 
Surabaya) 

2025 Q3 IKK Kota Surabaya (BPS) 99.87 Sangat 
Baik 

BPS Kota Surabaya (Oct 2025) 
(Badan Pusat Statistik Kota 
Surabaya) 

Sumber: diolah penulis (2025) 

Tabel 2 memperlihatkan perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat/Indeks 
Kepuasan Konsumen terhadap layanan administrasi kependudukan dan layanan publik di 
Kota Surabaya dalam periode 2020–2025. Meskipun metode pengukuran berbeda (IKM 
untuk Dispendukcapil dan IKK untuk survei BPS Kota Surabaya), kedua indikator ini tetap 
dapat digunakan sebagai cerminan tren persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah kota, termasuk layanan berbasis SPBE. 

Implementasi SPBE dan inovasi layanan digital seperti Identitas Kependudukan 
Digital (IKD) dan pelayanan administrasi berbasis aplikasi telah memberikan dampak yang 
signifikan terhadap pengalaman pelayanan publik di Dispendukcapil Kota Surabaya. Studi 
evaluatif terbaru menunjukkan bahwa penerapan IKD mampu meningkatkan efektivitas 

https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/05/10/inovasi-pelayanan-all-in-one-disdukcapil-surabaya-untuk-mempermudah-masyarakat-mengurus-adminduk/?utm_source=chatgpt.com
https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/05/10/inovasi-pelayanan-all-in-one-disdukcapil-surabaya-untuk-mempermudah-masyarakat-mengurus-adminduk/?utm_source=chatgpt.com
https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/05/10/inovasi-pelayanan-all-in-one-disdukcapil-surabaya-untuk-mempermudah-masyarakat-mengurus-adminduk/?utm_source=chatgpt.com
https://surabayakota.bps.go.id/news/2025/02/17/189/tingkat-konsumen-puas-terhadap-kualitas-data-bps-kota-surabaya.html?utm_source=chatgpt.com
https://surabayakota.bps.go.id/news/2025/02/17/189/tingkat-konsumen-puas-terhadap-kualitas-data-bps-kota-surabaya.html?utm_source=chatgpt.com
https://surabayakota.bps.go.id/en/news/2025/10/15/630/hasil-survei-kepuasan-masyarakat-triwulan-iii-2025.html?utm_source=chatgpt.com
https://surabayakota.bps.go.id/en/news/2025/10/15/630/hasil-survei-kepuasan-masyarakat-triwulan-iii-2025.html?utm_source=chatgpt.com
https://surabayakota.bps.go.id/en/news/2025/10/15/630/hasil-survei-kepuasan-masyarakat-triwulan-iii-2025.html?utm_source=chatgpt.com
https://surabayakota.bps.go.id/en/news/2025/10/15/630/hasil-survei-kepuasan-masyarakat-triwulan-iii-2025.html?utm_source=chatgpt.com
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layanan publik dengan mempercepat proses administrasi, mengurangi hambatan birokrasi, 
dan meminimalkan kebutuhan tatap muka langsung dalam pelayanan dokumen 
kependudukan (Dawala et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa SPBE tidak hanya hadir 
sebagai sistem digital tambahan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan 
kualitas layanan pelayanan publik secara keseluruhan. 

Dalam kerangka kualitas pelayanan publik, dimensi responsiveness dan reliability 
menjadi indikator yang terlihat meningkat seiring dengan diterapkannya layanan SPBE di 
Dispendukcapil Surabaya. Data survei kepuasan masyarakat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 
Kota Surabaya mencatat bahwa Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) meningkat dari 96,20 
pada kuartal II 2025 menjadi 99,87 pada kuartal III 2025, mencerminkan persepsi publik 
yang sangat baik terhadap layanan pemerintah kota secara umum — termasuk layanan 
administrasi yang semakin terdigitalisasi (BPS Kota Surabaya, 2025). Kenaikan indeks ini 
menjadi salah satu parameter kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, 
menunjukkan bahwa digitalisasi layanan memiliki kontribusi positif terhadap kepuasan 
publik. 

Dari perspektif assurance dan empathy, studi lain yang memfokuskan pada 
optimalisasi manajemen kinerja dan teknologi digital di Dispendukcapil Surabaya 
menegaskan bahwa keberhasilan layanan tidak hanya diukur dari cepatnya proses 
administrasi, tetapi juga dari keterampilan sumber daya manusia dalam memberikan 
layanan yang akuntabel, transparan, dan memahami kebutuhan warga (Abdullah et al., 
2025). Ini menunjukkan bahwa SPBE sebagai kebijakan bukan sekedar memindahkan 
layanan ke platform digital, tetapi juga mendorong peningkatan mutu interaksi layanan 
antara aparatur dan masyarakat. 

Meski banyak aspek menunjukkan peningkatan kualitas, beberapa penelitian empiris 
juga mencatat bahwa masih terdapat tantangan dalam penyampaian layanan digital. Salah 
satunya adalah kebutuhan sosialisasi yang lebih intensif terkait layanan seperti pembuatan 
KTP digital agar masyarakat memahami prosedur dan manfaatnya, karena kurangnya 
pemahaman dapat menyebabkan kegagalan aktivasi dan persyaratan layanan digital (Amory 
& Isbandono, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua dimensi kualitas layanan 
meningkat secara merata, terutama jika faktor kesiapan pengguna layanan (literasi digital) 
belum optimal. 

Secara keseluruhan, data empiris tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa 
implementasi SPBE di Dispendukcapil Surabaya telah memberi dampak positif terhadap 
kualitas pelayanan publik, terutama melalui perbaikan proses layanan dan peningkatan 
kepuasan masyarakat. Kenaikan angka indikator kepuasan, percepatan layanan digital, serta 
integrasi data melalui IKD tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan digital 
pemerintah kota tetapi juga menunjukkan hubungan antara implementasi kabijakan SPBE 
dan peningkatan kualitas layanan publik secara substansial. 

 

Faktor Pendukung Keberhasilan SPBE dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan 
di Kota Surabaya 

Analisis implementasi SPBE pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota 
Surabaya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang signifikan 
mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan digital ini. Berdasarkan Policy 
Implementation Theory Edward III, faktor-faktor tersebut meliputi aspek komunikasi yang 
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efektif, sumber daya yang memadai, sikap atau disposition pelaksana yang positif, serta 
struktur birokrasi yang terintegrasi dan responsif dalam operasional pelayanan SPBE. 

Tabel 3. Data Indikator Pendukung Keberhasilan Implementasi SPBE di Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Surabaya (2021–2025) 

Tahun/Periode Aspek Edward 
III 

Indikator Utama Nilai / Capaian / 
Fakta 

Sumber 

2021 Communication Sosialisasi awal 
layanan digital IKD 

Kampanye perdana 
IKD melalui kantor 
kecamatan & kelurahan 

Pemkot Surabaya 
(2021)¹ 

2022 Resources Pelatihan SDM 
Dispendukcapil 

>70% staf 
Dispendukcapil 
mengikuti pelatihan 
layanan digital 

Dispendukcapil 
Surabaya (2023)² 

2023 (Mei) Communication Partisipasi 
masyarakat aktivasi 
IKD 

46.739 orang telah 
aktivasi IKD 

Surabaya.go.id 
(2023)³ 

2023 (Okt) Resources Perluasan akses 
layanan digital 

IKD mencapai 139.970 
aktivasi 

Nawacita.co 
(2023)⁴ 

2024 (Jan) Bureaucratic 
Structure 

Penyederhanaan 
aplikasi pelayanan 
publik 

322 aplikasi digabung 
jadi 2 aplikasi utama 

Surabaya.go.id 
(2024)⁵ 

2024 (Feb) Resources Layanan adminduk 
di luar jam kerja 

7.549 layanan 
tambahan pada jam 
buka fleksibel 

Surabaya.go.id 
(2024)⁶ 

2025 (Jan) Communication Perluasan titik 
layanan IKD 

Aktivasi IKD menyasar 
kampus, kelurahan & 
kecamatan 

Surabaya.go.id 
(2025)⁷ 

2025 (Apr) Disposition Capaian perekaman 
KTP-el hampir 
lengkap 

99.68% perekaman 
KTP-el 

Surabaya.go.id 
(2025)⁸ 

Sumber: diolah penulis (2025) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa aspek Communication terus diperkuat dari tahun ke 
tahun dengan perluasan sosialisasi IKD, yang berkontribusi pada peningkatan adopsi 
layanan digital. Aspek Resources ditandai dengan pelatihan SDM dan layanan tambahan yang 
memperkuat kapasitas operasional. Struktur birokrasi yang lebih efisien ditunjukkan oleh 
penyederhanaan aplikasi pelayanan publik, sementara Disposition aparatur tercermin dari 
pencapaian perekaman KTP-el yang nyaris lengkap. 

Pertama, dalam aspek komunikasi kebijakan, Pemerintah Kota Surabaya telah 
melakukan sosialisasi intensif terkait layanan digital seperti Identitas Kependudukan Digital 
(IKD) dan layanan administrasi online melalui berbagai kanal komunikasi termasuk media 
sosial resmi pemerintahan, situs web OPD, dan layanan langsung di kecamatan maupun 
kelurahan. Menurut laporan resmi Pemerintah Kota Surabaya (2025), partisipasi publik 
terhadap aktivasi IKD meningkat lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya, yang 
menunjukkan keberhasilan strategi komunikasi publik dalam meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman masyarakat terhadap layanan digital. Pemahaman yang lebih baik ini berperan 
penting dalam mengurangi hambatan awal adopsi layanan digital oleh warga. 

Kedua, aspek sumber daya (resources) menjadi pendukung utama keberhasilan 
implementasi SPBE. Selain peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di 
kantor Dispendukcapil dan unit layanan kecamatan, pemerintah kota juga secara bertahap 



POLICY AND MARITIME REVIEW 

 

 
58 

VOLUME 4 NO. 2: DESEMBER 2025 

 

meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait 
pengoperasian sistem SPBE dan layanan digital lainnya. Data internal Dispendukcapil 
Surabaya pada 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 85% staf telah mengikuti pelatihan 
teknis sistem aplikasi layanan digital, yang memengaruhi kinerja operasional harian serta 
kemampuan petugas dalam menyelesaikan permohonan administrasi dengan lebih cepat 
dan akurat. Dukungan dalam bentuk pelatihan SDM ini membantu mengurangi kesalahan 
layanan dan meningkatkan tingkat pelayanan publik digital secara keseluruhan. 

Ketiga, dalam konteks sikap pelaksana (disposition), komitmen aparatur terhadap 
inovasi layanan dan perubahan budaya kerja juga terbukti menjadi pendorong penting. 
Evaluasi internal pada 2025 menunjukkan bahwa aparatur Dispendukcapil semakin proaktif 
dalam menggunakan fitur-fitur digital untuk menyelesaikan permohonan administrasi, 
termasuk dalam memandu masyarakat yang mengalami kesulitan aktivasi layanan online. 
Sikap ini mencerminkan adaptasi positif aparatur terhadap kebijakan SPBE yang tidak hanya 
berbasis teknologi tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pengguna 
layanan. 

Keempat, struktur birokrasi yang mendukung integrasi dan koordinasi layanan 
terbukti ikut memperkuat implementasi SPBE di Surabaya. Sebagai contoh, integrasi layanan 
administrasi kependudukan dengan aplikasi pelayanan terpadu serta sinkronisasi data 
antarunit internal pemerintah kota mendukung percepatan proses layanan. Laporan evaluasi 
kinerja Pemkot Surabaya (2024) menunjukkan peningkatan efisiensi layanan administrasi 
kependudukan sebesar 15% setelah penerapan integrasi aplikasi digital, yang berdampak 
langsung pada percepatan proses verifikasi data dan pengambilan dokumen layanan. 
Struktur birokrasi yang lebih luwes ini juga mengurangi kebutuhan akan prosedur manual 
yang sebelumnya memakan waktu lebih lama. 

Dengan demikian, faktor-faktor pendukung tersebut, ketika dilihat melalui lensa 
Policy Implementation Theory, menunjukkan bahwa elemen komunikasi, sumber daya, 
disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi saling terkait dan berkontribusi secara signifikan 
terhadap keberhasilan implementasi SPBE pada pelayanan administrasi kependudukan di 
Kota Surabaya. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka teori Edward III sangat sesuai 
untuk menjelaskan mekanisme implementasi kebijakan digital di tingkat operasional dalam 
konteks pelayanan publik. 

 

Tantangan Implementasi SPBE dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota 
Surabaya 

Meskipun implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 
pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya menunjukkan berbagai capaian 
positif, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang memengaruhi optimalisasi 
kualitas pelayanan publik. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga 
berkaitan dengan faktor sosial, organisasi, dan kebijakan, yang jika dianalisis menggunakan 
teori implementasi kebijakan Edward III menunjukkan adanya ketidakseimbangan 
antarvariabel implementasi. Untuk memperjelas tantangan implementasi SPBE pada 
pelayanan administrasi kependudukan di Surabaya, Tabel 5 berikut menyajikan sejumlah 
indikator hambatan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, dan 
struktur birokrasi. 
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Tabel 4. Data Tantangan Implementasi SPBE pada Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Surabaya (2021–2025) 

Tahun/Periode Aspek Edward 
III 

Tantangan / 
Indikator 
Hambatan 

Dampak / Realitas di 
Lapangan 

Sumber 

2021 Communication Literasi digital 
masyarakat rendah 

Warga lanjut usia & 
kelompok kurang 
paham prosedur digital 

Amory & 
Isbandono (2025)¹ 

2022 Resources Keterbatasan 
infrastruktur 
perangkat layanan 
di kelurahan 

Aplikasi sering tidak 
optimal di titik layanan 

Surabaya.go.id 
(2022)² 

2023 Communication Edukasi SPBE belum 
merata 

Tingkat pemahaman 
masyarakat terkait 
manfaat IKD masih 
bervariasi 

Amory & 
Isbandono (2025)¹ 

2023 (Okt) Bureaucratic 
Structure 

Sinkronisasi data 
lintas sistem belum 
konsisten 

Beberapa data 
administrasi belum 
terintegrasi penuh 

Surabaya.go.id 
(2023)³ 

2024 (Feb) Resources Gangguan teknis 
sistem layanan 

Respons layanan 
menurun saat volume 
puncak 

Abdullah et al. 
(2025)⁴ 

2024 (Jul) Disposition Adaptasi aparatur 
ke sistem baru 
belum maksimal 

Petugas tetap 
menggunakan 
prosedur manual 
sebagai cadangan 

Hill & Hupe 
(2021); Howlett et 
al. (2020)⁵⁻⁶ 

2025 (Mar) Communication Kesenjangan akses 
layanan digital di 
kelompok rentan 

Masyarakat rendah 
literasi kurang 
terlayani optimal 

Amory & 
Isbandono (2025)¹ 

Sumber: diolah penulis (2025) 

Dari aspek komunikasi, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan 
pemahaman sebagian masyarakat terhadap prosedur dan manfaat layanan administrasi 
kependudukan berbasis digital, khususnya Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun 
sosialisasi telah dilakukan secara masif, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelompok 
masyarakat tertentu, seperti warga lanjut usia dan masyarakat dengan literasi digital rendah, 
masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan SPBE secara 
mandiri (Amory & Isbandono, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi 
kebijakan belum sepenuhnya merata, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan akses 
layanan publik digital. 

Pada aspek sumber daya (resources), tantangan yang muncul berkaitan dengan 
kesenjangan kapasitas teknologi dan infrastruktur pendukung, terutama pada tingkat 
layanan terdepan seperti kelurahan dan titik layanan masyarakat. Studi evaluasi pelayanan 
digital di sektor kependudukan mencatat bahwa peningkatan jumlah pengguna layanan 
digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sarana pendukung dan kapasitas 
sistem pada jam-jam tertentu, yang dapat memicu antrean digital, keterlambatan respons, 
serta gangguan teknis sistem (Abdullah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh daya 
dukung sistem dan konsistensi pembaruan infrastruktur. 

Selanjutnya, dalam dimensi disposition (sikap pelaksana), meskipun secara umum 
aparatur menunjukkan komitmen positif terhadap implementasi SPBE, masih ditemukan 
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tantangan dalam adaptasi budaya kerja digital secara menyeluruh. Beberapa aparatur masih 
menunjukkan ketergantungan pada prosedur manual sebagai langkah pengaman ketika 
sistem digital mengalami gangguan. Temuan ini sejalan dengan penelitian kebijakan digital 
yang menyebutkan bahwa resistensi laten terhadap perubahan birokrasi digital masih 
menjadi tantangan umum dalam transformasi pelayanan publik di tingkat daerah (Howlett 
et al., 2020; Hill & Hupe, 2021). 

Dari perspektif struktur birokrasi, tantangan implementasi SPBE juga terlihat pada 
aspek koordinasi lintas unit dan sinkronisasi data antarinstansi. Meskipun Surabaya telah 
melakukan integrasi layanan secara signifikan, beberapa layanan administrasi 
kependudukan masih memerlukan penyesuaian lintas sistem nasional dan daerah, yang 
dapat memperlambat proses layanan tertentu. Ketergantungan pada sistem pusat serta 
regulasi yang terus berkembang menuntut fleksibilitas birokrasi daerah agar dapat tetap 
responsif tanpa mengurangi kepastian hukum dan akurasi data pelayanan (Kementerian 
PANRB, 2023). 

Secara keseluruhan, tantangan implementasi SPBE di Kota Surabaya menunjukkan 
bahwa transformasi digital pelayanan publik merupakan proses berkelanjutan yang 
memerlukan penyesuaian terus-menerus, baik dari sisi kebijakan, aparatur, maupun 
masyarakat. Analisis menggunakan teori Edward III menegaskan bahwa keberhasilan SPBE 
tidak hanya ditentukan oleh kekuatan satu variabel implementasi, melainkan oleh 
keseimbangan dan konsistensi antara komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, 
sikap pelaksana, serta struktur birokrasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan 
pelayanan publik digital. 
 

Temuan dan Implikasi Kebijakan Implementasi SPBE 

Sintesis temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pelayanan administrasi kependudukan di 
Kota Surabaya telah berjalan relatif efektif dan memberikan dampak positif terhadap kualitas 
pelayanan publik. Hasil analisis pada subbab sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan 
tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari keterpaduan antara 
komunikasi kebijakan yang intensif, dukungan sumber daya yang memadai, disposisi 
pelaksana yang adaptif, serta struktur birokrasi yang semakin terintegrasi, sebagaimana 
dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Edward III. Temuan ini menguatkan argumen 
bahwa implementasi kebijakan digital memerlukan keseimbangan antarvariabel kebijakan 
agar mampu menghasilkan outcome pelayanan publik yang optimal. 

Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini memiliki implikasi penting bahwa 
digitalisasi pelayanan publik melalui SPBE harus dipahami sebagai proses transformasi 
institusional, bukan semata-mata penerapan teknologi. Penguatan komunikasi kebijakan 
menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki 
pemahaman yang setara terhadap prosedur dan manfaat layanan digital, terutama bagi 
kelompok dengan literasi digital rendah. Tanpa komunikasi yang inklusif, kebijakan SPBE 
berpotensi memperlebar kesenjangan akses pelayanan publik meskipun secara teknis sistem 
telah berjalan dengan baik (Hill & Hupe, 2021). 

Implikasi kebijakan lainnya berkaitan dengan penguatan sumber daya, baik dari sisi 
kapasitas aparatur maupun infrastruktur pendukung. Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan 
aplikasi digital, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam mengelola sistem, merespons 
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keluhan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan layanan di tengah peningkatan jumlah 
pengguna. Oleh karena itu, kebijakan SPBE perlu diiringi dengan strategi pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia dan investasi berkelanjutan pada infrastruktur teknologi 
agar sistem pelayanan publik tetap andal dan responsif (Howlett et al., 2020). 

Selain itu, dari sisi disposisi pelaksana dan struktur birokrasi, penelitian ini 
mengindikasikan perlunya penguatan budaya kerja digital yang adaptif dan kolaboratif. 
Fleksibilitas birokrasi dalam menyesuaikan prosedur pelayanan dengan dinamika sistem 
digital menjadi kunci untuk menjaga kualitas layanan tanpa mengorbankan akuntabilitas dan 
kepastian hukum. Integrasi lintas unit dan sinkronisasi data antarinstansi juga perlu terus 
diperkuat agar SPBE mampu berfungsi sebagai sistem pelayanan publik yang holistik dan 
berkelanjutan (Kementerian PANRB, 2023). Secara keseluruhan, sintesis temuan penelitian 
ini menegaskan bahwa implementasi SPBE pada pelayanan administrasi kependudukan di 
Kota Surabaya dapat dijadikan praktik baik (best practice) dalam pengembangan kebijakan 
pelayanan publik berbasis digital di tingkat pemerintah daerah. Namun demikian, 
keberlanjutan keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, 
penguatan kapasitas institusi, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa 
transformasi digital tetap berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai 
pengguna layanan publik. 

 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) pada pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya telah 
berjalan secara relatif efektif dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan 
publik. Penerapan layanan digital, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan 
integrasi aplikasi pelayanan, mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, 
mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai 
pengguna layanan. Temuan ini mengindikasikan bahwa SPBE tidak hanya berfungsi sebagai 
instrumen teknis, tetapi juga sebagai kebijakan strategis dalam reformasi pelayanan publik 
di tingkat pemerintah daerah. 

Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa 
keberhasilan implementasi SPBE di Surabaya ditopang oleh keterpaduan empat variabel 
utama, yaitu komunikasi kebijakan yang intensif, ketersediaan sumber daya yang memadai, 
disposisi aparatur yang adaptif terhadap perubahan digital, serta struktur birokrasi yang 
semakin terintegrasi dan responsif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan 
sejumlah tantangan, terutama terkait kesenjangan literasi digital masyarakat, keterbatasan 
infrastruktur pada kondisi tertentu, serta kebutuhan penguatan budaya kerja digital di 
lingkungan birokrasi. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE 
merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan penguatan 
kapasitas institusional secara konsisten. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SPBE pada 
pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya dapat dijadikan rujukan praktik 
baik (best practice) dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital di 
daerah. Keberhasilan tersebut akan berkelanjutan apabila pemerintah daerah mampu 
menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, kesiapan aparatur, serta inklusivitas akses 
layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, SPBE memiliki potensi besar 
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sebagai instrumen kebijakan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, 
transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
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